
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN




2.1. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya atau disebut juga penelitian terdahulu adalah suatu usaha peneliti untuk mencari perbandingan persamaannya maupun perbedaannya untuk menemukan sebuah inspirasi baru untuk peneliti. Peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang bisa berupa laporan penelitian, skripsi maupun disertasi. Berikut merupakan penelitian sebelumnya mengenai tema yang peneliti kaji:
1. Dewi Amanatun Suryani, dkk (2019), penelitian tentang Implementasi Standar Layanan Informasi Publik Berbassis Digital di Desa Girikerto Turi Sleman. Hasil dari penelitian tersebut ialah bahwa implementasi standar layanan informasi publik berbasis digital di Desa Girikerto Turi Sleman ini masih belum optimal. Desa Girikerto belum menerapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Undang- Undang Desa dalam mengembangkan sistem informasi desa. Hal ini mengakibatkan kegiatan Pengelolaan Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik (PPDM) yang belum optimal. Upaya pembangunan infrastruktur Sistem Informasi Desa (SID) dan pengaturan tata kelola Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pengembangan SID melalui pembuatan website bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan
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informasi publik. Saat ini, informasi publik yang dimiliki oleh pemerintah desa Girikerto belum diklasifikasikan sesuai dengan standar layanan informasi publik yang ada. Oleh karena itu, kegiatan PPDM seperti penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan pengklasifikasian informasi yang akan ditampilkan di website desa menjadi penting guna membantu pemerintah desa dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang lebih baik. Dengan menyediakan website desa, masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pengelolaannya. Selain itu, masyarakat juga dapat memperbarui data, mengakses informasi yang bermanfaat untuk pengembangan potensi diri, dan mendukung pengembangan desa wisata yang berbasis digital.
2. Indah Annisa Fauziyah (2022), Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cimahi. Hasil dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cimahi dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti di PPID Pembantu belum ada petugas informasi yang khusus menangani pelayanan informasi, penyusunan daftar informasi publik yang terkendala karena masih ada Dinas yang belum mengeluarkan daftar informasi publik, dan juga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai alur permohonan informasi karena masih banyak yang belum mengetahui terkait hal itu.
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3. Alya Tiara Alvioni (2022), penelitian tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat. Hasil dari penelitian ini adalah Keterbukaan Informasi publik oleh Dinas Komunikasi informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat belum berjalan dengan baik. Hal ini Dikarenakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang belum sesuai dengan kebijakan yang mengatur dan Standard Operating Procedure (SOP) yang ada, juga belum terpenuhinya aspek-aspek Transparency Principles Model yang dinyatakan oleh Richard W Oliver (2004) untuk dapat tercapainya transparansi.
4. Eva Visoladilla Indi Scorvir (2020), penelitian tentang Kesesuaian Layanan Informasi Publik Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2017-2018 Melalui Situs dengan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2010. Hasil dari penelitian ini adalah belum terwujudnya kesesuaian layanan informasi publik pada perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2017-2018 melalui situs dengan PerKI Nomor 1 Tahun 2010, dikarenakan rincian informasi publik di tiap kategori informasi publik dimiliki dan dikuasai masing- masing perangkat daerah, namun dengan ketidaksediaan personil khusu di PPID menjadi faktor utama penghambat penyediaan layanan informasi publik di situs. Disamping, kebijakan PPID masing-masing perangkat daerah tidak konsisten dengan tugas yang telah digariskan PerKI Nomor 1 Tahun 2010.


5. Mochammad Rozikin (2020), penelitian tentang Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Perguruan Tinggi: Studi pada Universitas Negeri Malang. Hasil Penelitian ini adalah Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Malang sudah berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak mulai diterapkan pada tahun 2016. Namun dalam pengimplementasiannya masih ada beberapa kendala dalam memberikan layanan informasi publik sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

	No.
	Nama dan Judul Penelitian
	Hasil
	Perbedaan

	

















1.
	Dewi	Amanatun Suryani (2019)

Implementasi Standar Layanan Informasi Publik	Berbasis Digital di Desa Girikerto Turi Sleman
	Implementasi standar layanan informasi publik berbasis digital di Desa Girikerto Turi Sleman ini masih belum optimal. Desa Girikerto				belum menerapkan Undang- Undang		Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Undang-Undang Desa dalam mengembangkan sistem informasi desa. Hal ini	mengakibatkan kegiatan			Pengelolaan
Pelayanan		dan Dokumentasi Informasi Publik (PPDM) yang belum optimal. Upaya pembangunan infrastruktur Sistem Informasi Desa (SID) dan pengaturan tata kelola Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pengembangan SID melalui pembuatan website bertujuan	untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. Saat ini, informasi publik yang dimiliki oleh pemerintah desa Girikerto belum diklasifikasikan sesuai dengan standar layanan informasi publik yang ada.
Oleh karena itu, kegiatan
	· Metode penelitian kualitatif

· Indikator kebijakan

· Lokasi penelitian

· Membahas tentang implementasi kebijakan standar layanan informasi publik pada dinas komunikasi, informatika,		dan statistik	kota cirebon




	No.
	Nama dan Judul Penelitian
	Hasil
	Perbedaan

	
	
	PPDM seperti penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)	dan
pengklasifikasian informasi		yang					 akan ditampilkan				di	website desa menjadi penting guna membantu pemerintah desa dalam		pengelolaan				dan pelayanan informasi publik yang lebih baik. Dengan menyediakan website desa, masyarakat didorong untuk berperan		aktif			dalam pengelolaannya. Selain itu, masyarakat			juga				 dapat memperbarui									data, mengakses informasi yang bermanfaat									untuk pengembangan			potensi diri,	dan					mendukung pengembangan desa wisata
yang berbasis digital.
	

	






2.
	Indah Fauziyah (2022)

Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi.Publik	di Kota Cimahi.
	Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cimahi dapat dikatakan belum sepenuhnya		berjalan dengan baik masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti di PPID Pembantu belum ada petugas informasi yang khusus	menangani
pelayanan	informasi,
penyusunan	daftar informasi publik yang terkendala  karena  masih
	· Indikator kebijakan

· Lokasi penelitian

· Membahas tentang implementasi kebijakan standar layanan informasi publik pada dinas komunikasi, informatika,		dan statistik	kota
cirebon




	No.
	Nama dan Judul Penelitian
	Hasil
	Perbedaan

	
	
	ada Dinas yang belum mengeluarkan		daftar informasi publik, dan juga kurangnya	sosialisasi
kepada	masyarakat mengenai alur permohonan informasi karena masih banyak   yang   belum
mengetahui terkait hal itu.
	

	








3.
	Alya	Tiara	Alvioni (2022)

Keterbukaan Informasi		 Publik		di Dinas	Komunikasi Informatka		dan Statistika		Kabupaten Bandung Barat
	Keterbukaan Informasi publik oleh Dinas Komunikasi informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat belum berjalan dengan baik. Hal ini	Dikarenakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang belum sesuai dengan kebijakan yang mengatur dan Standard Operating Procedure (SOP) yang ada, juga belum terpenuhinya aspek-aspek Transparency Principles Model yang dinyatakan oleh Richard W Oliver (2004) untuk dapat
tercapainya transparansi.
	· Indikator kebijakan

· Lokasi penelitian

· Membahas tentang implementasi kebijakan standar layanan informasi publik pada dinas komunikasi, informatika,		dan statistik	kota cirebon

	




4.
	Elva	Visoladilla Scorvir (2020)

Kesesuaian Layanan Informasi	Publik
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2017-2018   Melalui
Situs dengan Peraturan
	belum	terwujudnya kesesuaian		layanan informasi publik pada perangkat			daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2017- 2018 melalui situs dengan PerKI Nomor 1 Tahun 2010, dikarenakan rincian
informasi  publik  di  tiap
	· Indikator kebijakan

· Lokasi penelitian

· Membahas tentang implementasi kebijakan standar
layanan informasi




	No.
	Nama dan Judul Penelitian
	Hasil
	Perbedaan

	
	Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2010
	kategori iformasi publik dimiliki dan dikuasai masing-masing perangkat daerah, namun dengan ketidaksediaan personil khusu di PPID menjadi faktor utama penghambat penyediaan		layanan informasi publik di situs. Disamping, kebijakan PPID	masing-masing perangkat daerah tidak konsisten dengan tugas yang telah digariskan PerKI  Nomor  1  Tahun
2010
	publik pada dinas komunikasi, informatika		dan statistik	kota cirebon

	








5.
	Mochammad Rozikin (2020)

Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi	Publik	di Perguruan		Tinggi: Studi pada Universitas Negeri Malang
	Implementasi Keterbukaan Informasi		Publik			di Universitas Malang sudah berjalan dengan baik dan mengalami		peningkatan dari tahun ke tahun sejak mulai	diterapkan		pada tahun 2016. Namun dalam pengimplementasiannya masih		ada			beberapa kendala						dalam
memberikan	layanan
informasi	publik sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan   Informasi
Publik
	· Indikator kebijakan

· Lokasi penelitian

· Membahas tentang implementasi kebijakan standar layanan	publik
pada	dinas komunikasi, informatika,			dan statistik		kota cirebon




Berdasarkan berbagai judul penelitian sebelumnya termasuk persamaan dan perbedaannya. Peneliti menyimpulkan bahwa penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dengan yang sedang diteliti oleh peneliti, diantaranya seperti perbedaan di metode, memiliki perbedaan lokasi penelitian, dan fokus penelitian yang berbeda. Maka dari perbedaan dengan penelitian sebelumnya tersebut dapat diketahui orisinalitas (keaslian) penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai peneliti.
2.2. Tinjauan Pustaka

2.2.1. Konsep Administrasi Publik

Asal-usul kata "administrasi" dapat ditelusuri ke bahasa Latin (Yunani), terdiri dari dua kata yaitu "ad" dan "ministrate", yang memiliki makna "to serve" atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai "melayani" atau "memenuhi". Administrasi memiliki dua pengertian yang dikemukakan oleh Handayaningrat (2000:2), yaitu:
1. Administrasi dalam arti sempit, yang berasal dari kata administratie dalam Bahasa Belanda, merujuk pada kegiatan-kegiatan seperti pencatatan, penulisan surat, pembukuan sederhana, pengetikan, penyusunan agenda, dan sejenisnya yang berkaitan dengan tugas- tugas administratif yang bersifat teknis. Dengan demikian, kegiatan- kegiatan tersebut hanya merupakan bagian kecil dari ruang lingkup administrasi secara keseluruhan.
2. Administrasi dalam arti luas, yang berasal dari kata administration

dalam	Bahasa	Inggris,	memiliki	beberapa	pengertian	yang


mencakup seperti, Leonard D. White menyatakan bahwa administrasi merupakan suatu proses yang secara umum ditemukan dalam berbagai jenis usaha kelompok, baik itu di tingkat negara maupun swasta, baik dalam sektor sipil maupun militer, baik usaha yang berskala besar maupun kecil, dan sebagainya. Menurut Herbert
A. Simon, administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan kerjasama antara anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Menurut William H. Newman, administrasi didefinisikan sebagai proses bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan usaha kelompok yang dilakukan oleh individu-individu untuk mencapai tujuan bersama.
Menurut Sondang P. Siagian (2014:2) juga menjelaskan pengertian administrasi dalam arti luas, yaitu sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih, yang didasarkan pada rasionalitas tertentu, dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, proses kerjasama tersebut tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan pertimbangan rasional atau pemikiran yang terkait. Ini mengimplikasikan bahwa proses kerjasama (administrasi) harus direncanakan dengan seksama, diorganisir dengan baik, melibatkan penggerakan yang efektif dari para pihak yang terlibat, serta diawasi secara cermat. Hal ini kemudian mendasari prinsip-prinsip administrasi/manajemen, seperti perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling).

Maksudi (2017:28) menyatakan bahwa administrasi dalam arti luas dapat dipahami dari tiga perspektif yang meliputi proses, fungsi, dan pranata (lembaga). Administrasi dalam konteks proses melibatkan serangkaian kegiatan seperti pemikiran, perencanaan, pengaturan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengawasan. Administrasi dalam konteks fungsi mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan,


yang juga dikenal sebagai fungsi-fungsi manajemen/administrasi. Sedangkan administrasi dalam konteks pranata (lembaga) mencakup tata cara atau prosedur resmi yang digunakan untuk mengatur hubungan kerja sama antara individu dalam sebuah organisasi
Menurut John M. Pfiffner & Rovert V. Presthus (1960:4), terdapat beberapa definisi atau pengertian administrasi publik yang dapat disampaikan, yaitu:
1. Administrasi publik mencakup implementasi kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
2. Administrasi publik dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha individu dan kelompok dalam melaksanakan kebijakan publik, terutama dalam tugas sehari-hari pemerintah.
3. Secara keseluruhan, administrasi publik adalah suatu proses yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan negara, mengarahkan kecakapan dan teknik yang beragam, serta memberikan tujuan dan arahan bagi sekelompok orang.
Pengertian-pengertian administrasi publik menurut Pfiffner & Presthus menekankan pada implementasi kebijakan pemerintah. Hal ini sejalan dengan paradigma politik-administrasi yang memisahkan tugas politik (menetapkan kebijakan) dan tugas administrasi (melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan).
Pengertian administrasi publik yang lebih luas dijelaskan oleh Felix

A. Nigro & Lloyd G. Nigro (1970:21) sebagai berikut:


1. Administrasi publik merupakan upaya kolaborasi kelompok dalam lingkungan pemerintahan.
2. Meliputi ketiga cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungan antara mereka.
3. Memainkan peran penting dalam perumusan kebijakan publik dan oleh karena itu merupakan bagian dari proses politik.
4. Sangat terkait dengan berbagai kelompok swasta dan individu dalam menyediakan layanan kepada masyarakat.
5. Secara beberapa hal berbeda dalam penempatan pengertian dengan administrasi privat atau swasta.
Dengan demikian, pengertian administrasi publik menurut Felix A. Nigro & Lloyd G. Nigro mencakup kerjasama kelompok dalam lingkup pemerintahan, melibatkan semua cabang pemerintahan dan hubungan di antara mereka, berperan dalam perumusan kebijakan publik, terkait dengan sektor swasta, serta memiliki perbedaan dalam penempatannya dibandingkan dengan administrasi privat atau swasta.


2.2.2. Kebijakan Publik

Dalam kehidupan sehari-hari, sering kali kebijakan dan kebijaksanaan disamakan meskipun keduanya memiliki makna yang berbeda. Secara etimologis, kebijakan berasal dari kata policy, sementara kebijaksanaan berasal dari kata wisdom yang berarti kearifan. Administrasi publik memiliki hubungan erat dengan kebijakan publik. Menurut Syafiie dkk (2003:94),


konsep utama dalam administrasi publik meliputi isu pembangunan, birokrasi publik, kebijakan publik, dan pelayanan publik. Sementara itu, Thoha (2003:53) menyatakan bahwa administrasi publik memiliki tiga dimensi utama atau dimensi prima, yaitu kebijakan publik, perilaku organisasi, dan pembinaan organisasi. Dengan demikian, kebijakan publik (public policy) merupakan salah satu konsep dan dimensi utama dalam administrasi publik.
Dye (1992:2) mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih atau tidak dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (public policy is whatever government choose to do or not to do). Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Wanna (2010:1) bahwa kebijakan publik telah didefinisikan dalam berbagai cara, namun pendekatan yang relatif tidak kontroversial adalah mengatakan bahwa kebijakan publik berkaitan dengan apa yang dipilih atau tidak dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan, baik dalam tindakan maupun ketiadaan tindakan. Kebijakan publik secara utama berkaitan dengan tindakan dan ketidaktindakan pemerintah (public policy has been defined in many ways, but a relatively uncontroversial approach is to suggest that it is about what government choose to do and or not to do, public policy I concerned primarily ith government action and in action).
Menurut Winarno (2014), kebijakan publik memiliki sifat "paksaan" yang memiliki dasar hukum yang sah. Sifat paksaan ini tidak ada pada kebijakan yang diadopsi oleh organisasi swasta. Dengan demikian, kebijakan


publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Perbedaan terakhir ini membedakan kebijakan publik dari kebijakan lainnya.
Menurut Anderson (1984), kebijakan publik memiliki unsur-unsur berikut:
1. Kebijakan selalu memiliki tujuan tertentu atau berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan mencakup tindakan atau pola tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya niat untuk dilakukan.
4. Kebijakan publik dapat bersifat positif, yaitu tindakan pemerintah terkait dengan suatu masalah tertentu, dan bersifat negatif, yaitu keputusan untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang memaksa.


Menurut beberapa ahli, kebijakan publik secara luas melibatkan lima tahap, yaitu:
Tabel 2.2
Tahap-tahap dalam Kebijakan Publik

	William N. Dunn
	Anderson
	Winarno

	1. Penyusunan agenda

2. Formulasi Kebijakan

3. Adopsi kebijakan

4. Implementasi kebijakan

5. Penilaian (evaluasi) kebijakan
	1. Formulasi Masalah

2. Formulasi kebijakan

3. Penentuan kebijakan

4. Implementasi kebijakan

5. Evaluasi kebijakan
	1. Penyusunan agenda kebijakan
2. Formulasi kebijakan

3. Adopsi kebijakan

4. Implementasi kebijakan
5. Evaluasi kebijakan




Kelima proses kebijakan publik itu dapat diringkas ke dalam tiga proses yaitu:
1. Formulasi kebijakan (perumusan kebijakan).

2. Implementasi kebijakan (pelaksanaan kebijakan).

3. Evaluasi kebijakan (penilaian kebijakan).


2.2.3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik. Setelah kebijakan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah melaksanakannya, seperti yang dinyatakan oleh Denhardt & Denhardt (2006:48) bahwa implementasi adalah tahap tindakan. Setelah perencanaan


dibuat dan kebijakan diputuskan, langkah selanjutnya adalah menerapkannya dalam operasional (Implementation is the action phase. Once plans have been made and policies decided on, you must put them into operation).
Menurut Winarno (2014:98), implementasi kebijakan dapat diartikan secara luas sebagai tahap dalam proses kebijakan yang terjadi setelah undang- undang ditetapkan. Implementasi memiliki makna pelaksanaan undang- undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dengan tujuan mencapai tujuan kebijakan atau program. Di sisi lain, implementasi juga merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami sebagai proses, output, atau outcome (dampak).
Menurut Mazmanian dan Sabatier (1990), implementasi dapat dimaknai sebagai pemahaman tentang apa yang terjadi setelah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Fokus perhatian implementasi kebijakan adalah pada kejadian dan kegiatan yang muncul setelah pedoman kebijakan negara disahkan, termasuk upaya administrasi serta konsekuensi nyata yang timbul dalam masyarakat atau peristiwa yang terjadi.
Menurut Putra (2001:165), implementasi kebijakan publik dapat dijelaskan sebagai operasionalisasi program yang melibatkan tiga pilar kegiatan, yaitu:
1. Organisasi, yang melibatkan pengaturan sumber daya, unit-unit, dan metode yang diperlukan untuk mendukung kelancaran program tersebut.


2. Interpretasi, yang mencakup penafsiran program agar menjadi rencana yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
3. Penerapan, yang mencakup penyediaan layanan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan kebijakan publik melibatkan berbagai pihak yang memiliki persepsi dan kepentingan yang berbeda, bahkan seringkali terjadi pertentangan kepentingan antara lembaga atau pihak yang terlibat. Menurut Winarno (2004:102), pelaksanaan kebijakan dibatasi sebagai berikut:
Pelaksanaan implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) baik dari sektor pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini meliputi upaya untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu, serta upaya lanjutan untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan.
Perlu dicatat bahwa tahap pelaksanaan kebijakan tidak dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi melalui keputusan- keputusan kebijakan. Oleh karena itu, tahap pelaksanaan terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan dana dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.


Beberapa ahli menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik memiliki peranan yang penting dalam kebijakan publik, bahkan dianggap lebih penting daripada perumusan kebijakan itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Udoji (1981:79), "Pelaksanaan kebijakan merupakan hal yang penting, jika tidak lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan akan tetap berupa impian atau cetakan rencana jika tidak diimplementasikan." (The execution of policies is important than policy- making. Policy will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented) Pendapat tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan memiliki nilai yang signifikan, bahkan jauh lebih penting daripada kebijakan yang hanya menjadi wacana atau rencana yang terdokumentasikan.
Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Edwards III (1980:134) yang menyatakan, "Studi tentang implementasi adalah hal yang krusial dalam administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi kebijakan, seperti yang telah kita lihat, merupakan tahap pelaksanaan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang terkena dampaknya." (The study of implementation is crucial for the public administration and public policy. Policy implementation as we have seen, is the state of policy making between the establishment of a policy and the consequences of the policy for the people whom it effect) Rusli (2015) juga mengemukakan bahwa suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan bagi para elit yang terlibat dalam pembuatan kebijakan jika program tersebut tidak diimplementasikan oleh para pelaksana kebijakan.


Dengan demikian, pendapat-pendapat tersebut menekankan pentingnya implementasi kebijakan publik dan mengakui bahwa kebijakan yang hanya ada dalam dokumen atau rencana belaka tidak akan memiliki dampak nyata jika tidak dijalankan oleh para pelaksana kebijakan.
Gunn (1978:65) mengidentifikasi sepuluh faktor prasyarat yang diperlukan untuk implementasi kebijakan publik, yaitu:
1. Tidak adanya gangguan atau konflik dalam kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana.
2. Tersedianya	waktu	dan	sumber	daya	yang	cukup	untuk melaksanakan program.
3. Ketersediaan sumber daya yang diperlukan secara memadai.

4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan pada hubungan kausalitas yang dapat diandalkan.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan memiliki sedikit mata rantai penghubung.
6. Tingkat ketergantungan saling terhadap pihak-pihak terkait harus rendah.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepahaman mengenai tujuan yang ingin dicapai.
8. Tugas-tugas yang terlibat dijelaskan secara rinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pihak-pihak terkait.


10. Pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kekuasaan memiliki kemampuan untuk menuntut dan memperoleh kepatuhan yang tinggi.
Sementara Smith (1993:126) mengatakan ada empat variabel yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik, yaitu :
1. Kebijakan yang diidealkan (idealized policy).

2. Kelompok sasaran (target group).

3. Organisasi pelaksana (implementing organization).

4. Faktor lingkungan (environmental factor).

Edwards III (1980:25) mengemukakan bahwa keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan publik ditentukan oleh empat faktor/variabel yaitu :
1. Communication (komunikasi),

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target policy) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus


dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai dengan yang diharapkan.
2. Resources (sumber-sumber),

Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya tersebut meliputi : sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lain) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.
3. Disposition (disposisi),

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.
4. Bureaucratic structure (struktur birokrasi).

Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi


dengan organisasi luar dan sebagainya. Jelasnya standard operating procedure, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab di antara para pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan di antara organisasi pelaksana satu dengan lainnya, ikut pula menentukan gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan (Widodo, 2007:97).Struktur Birokrasi
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Gambar 2.1
Model Implementasi Edward III

2.2.4. Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik

Agar mencapai hasil dengan tingkat kehasilgunaan yang tinggi, implementasi kebijakan harus dilakukan secara efektif. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2005:284), efektivitas dapat diartikan sebagai


berikut: a) memiliki efek atau dampak, b) efektif atau efisien dalam mencapai tujuan, c) mampu menghasilkan hasil yang berhasil, guna, atau bermanfaat dalam upaya atau tindakan yang dilakukan.
Menurut Soedjadi (1999:37), pengertian "berhasil guna" atau "efektif" adalah sebagai berikut:
Efektif (effective) digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat, artinya target yang ditetapkan telah tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (seperti peningkatan angka produksi, ekspor, pendapatan, persentase lulusan suatu sekolah, peningkatan jumlah pegawai terdidik, peningkatan jumlah keputusan yang dikeluarkan, dan lain sebagainya). Namun, pencapaian target tersebut juga harus dihubungkan dengan mutu (kualitas) dari target yang berhasil dicapai.
Berdasarkan penjelasan di atas, suatu pekerjaan dikatakan efektif jika memenuhi kriteria berikut:
1. Telah mencapai target yang ditetapkan.

2. Telah mencapai target sesuai dengan waktu yang ditentukan.

3. Mutu (kualitas) dari target yang telah tercapai.

Menurut Ensiklopedi Administrasi (1989:147), pengertian efektivitas (effectiveness) adalah sebagai berikut:
Efektivitas mengacu pada keadaan di mana terjadi efek atau akibat yang diinginkan. Jika seseorang melakukan tindakan dengan maksud tertentu yang memang diinginkannya, maka orang tersebut dianggap efektif jika tindakannya menghasilkan akibat sesuai dengan yang diinginkannya.


Berdasarkan penjelasan di atas, efektivitas berarti terjadinya efek atau akibat yang diinginkan. Dengan demikian, dalam konteks implementasi kebijakan, efektivitas mengindikasikan sejauh mana implementasi kebijakan tersebut menghasilkan efek yang diinginkan, yaitu efek dalam penyelesaian masalah yang diatur dalam kebijakan.
Menurut Emerson (sebagaimana dikutip oleh Handayaningrat, 2000:16), pengertian efektivitas adalah sebagai berikut:
Efektivitas diukur berdasarkan pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks ini, jika sasaran atau tujuan berhasil dicapai sesuai dengan rencana sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut efektif. Sebaliknya, jika sasaran atau tujuan tidak tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka pekerjaan tersebut dianggap tidak efektif.
Dengan demikian, efektivitas memiliki dua kriteria utama, yaitu:

1. Tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

2. Ketepatan waktu dalam mencapai tujuan atau sasaran tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas, implementasi kebijakan dikatakan efektif atau memiliki tingkat efektivitas yang tinggi jika:
1. Implementasi kebijakan tersebut memiliki efek atau pengaruh yang signifikan dalam menyelesaikan masalah yang diatur dalam kebijakan.
2. Sasaran atau tujuan kebijakan berhasil dicapai.


3. Pencapaian sasaran atau tujuan dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
4. Hasil implementasi kebijakan memiliki mutu atau kualitas yang baik.
2.2.5. Standar Layanan Informasi Publik

Standar layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Standar Layanan adalah ukuran yang dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian informasi publik.
Dalam memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik sebagaimana dimaksud, badan publik wajib Menyusun dan menetapkan Standar Layanan yang terdiri atas:
a. Standar pengumuman;

b. Standar permintaan informasi publik;

c. Standar pengajuan keberatan;

d. Standar penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik;

e. Standar pendokumentasian informasi publik;

f. Standar maklumat pelayanan;dan

g. Standar pngujian konsekuensi;

Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud, wajib diumumkan dan disebarluaskan


2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu alur berfikir peneliti dalam penelitian untuk dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian, kerangka pemikiran bukan hanya menyajikan teori namun harus merupakan ungkapan alur pemikiran peneliti terhadap masalah yang diteliti dan dipecahkan yang dibangun atas dasar konsep, teori-teori, kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang ada.
Oleh karenanya untuk dapat mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Standar Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon perlu adanya tolak ukur menggunakan teori dari Edward III (1980) dalam Widodo (2007:97) sebagai pisau analisis dalam penelitian ini bahwa keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik ditentukan oleh empat factor/variabel yakni: 1). Komunikasi (Communication) 2). Sumber-sumber / sumber daya (Resources) 3). Disposisi (Disposition) dan 4). Struktur birokrasi (Bureaucratic structure).
Dengan bertitik tolak pada pemikiran diatas, maka dibuat suatu kerangka pemikiran seperti yang digambarkan sebagai berikut :










	
	
Dimensi implementasi kebijakan	menurut Edward III dalam Widodo (2007:97)
1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi
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Gambar 2.2 Kerangka PemikiranINPUT
Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
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